
  

 

 SP 32/GKPB/OJK/II/2026 

SIARAN PERS 

OJK TETAPKAN SANKSI TEGAS ATAS PELANGGARAN PASAR MODAL OLEH PT 
REPOWER ASIA INDONESIA TBK, PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK, DAN PIHAK 

LAINNYA  

 
Jakarta, 7 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif 
dan/atau Perintah Tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur 
Lemindo Tbk, serta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang Pasar 
Modal.  

Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 6 Februari 2026 berdasarkan hasil 
pemeriksaan OJK sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjaga integritas 
dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia. 

1. PT Repower Asia Indonesia Tbk 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, ditetapkan sanksi 
administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap pihak-pihak sebagai berikut: 
a. Terkait dengan Transaksi Material yang dilakukan oleh PT Repower Asia Indonesia 

Tbk dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), 
Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan sanksi administratif kepada pihak-
pihak sebagai berikut: 
1) PT Repower Asia Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda 

sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) atas 
transaksi jual beli tanah di Tangerang antara PT Repower Asia Indonesia Tbk 
dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 16 Februari 2024 senilai lebih 
dari 20 persen dari nilai ekuitas PT Repower Asia Indonesia Tbk posisi 31 
Desember 2023, yang merupakan salah satu rencana penggunaan dana 
sebagaimana tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham 
PT Repower Asia Indonesia Tbk dimana PT Repower Asia Indonesia Tbk tidak 
melakukan prosedur Transaksi Material sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 13 ayat 
(1) beserta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang 
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.  

2) Sdr. Aulia Firdaus selaku Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia Tbk 
periode 2024 dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar 
Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)  karena melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 
Perusahaan Publik karena Sdr. Aulia Firdaus tidak melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab pengurusan PT Repower Asia Indonesia Tbk dengan kehati-
hatian sehingga menyebabkan PT Repower Asia Indonesia Tbk melanggar POJK 
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan 
Usaha. 

b. Terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk, 
OJK juga telah menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis 
kepada pihak-pihak sebagai berikut: 



  

 

1) PT UOB Kay Hian Sekuritas dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar 
Rp250.000.000,00 (dua ratu lima puluh juta rupiah), Sanksi Administratif 
berupa Pembekuan Izin Usaha PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin 
Emisi Efek selama 1 (satu) tahun sejak surat sanksi ditetapkan, dan Perintah 
Tertulis untuk melakukan pengkinian formulir pembukaan rekening Efek UOB 
Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001 sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 
Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 12/POJK.01/2017) 
sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 23/POJK.01/2019 dalam 
waktu 10 hari kerja setelah surat sanksi ditetapkan. Adapun untuk kegiatan 
Penjaminan Emisi Efek yang sedang dilakukan sebelum tanggal surat sanksi ini 
tetap dapat dilakukan. Bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas dikenai sanksi 
administratif dan Perintah Tertulis tersebut karena melanggar: 
a) Pasal 15 huruf a dan huruf b jo. Pasal 28 ayat (5) POJK Nomor 

12/POJK.01/2017 karena PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi 
prosedur Customer Due Dilligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang 
mewakili 8 (delapan) investor/nasabah referral client sebagai Beneficial 
Owner yakni Sdr. Adhitya Iqbal Lazuardi, Sdr. Fahmi El Haq, Sdr. Faiz 
Fikry, Sdr. Faris Elhaq Sukrisman, Sdr. Muhamad Abdul Ghofur, Sdr. 
Muhammad Arum Sulistyo, Sdr. Satria Utama, dan Sdr. Zulkarnain yang 
mendapat penjatahan pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT 
Repower Asia Indonesia Tbk. Bahwa UOB Kay Hian Pte. Ltd. memiliki 
Capital Market Services License dari Monetary Authority of Singapore. 
Berdasarkan surat dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang ditujukan kepada PT 
UOB Kay Hian Sekuritas, diperoleh fakta bahwa pemesanan saham yang 
dilakukan oleh 8 (delapan) pihak tersebut didanai oleh UOB Kay Hian 
Credit Pte. Ltd. Bahwa berdasarkan dokumen berupa formulir pembukaan 
rekening bank di PT Bank UOB Indonesia pada bulan Oktober 2019, 
ditemukan fakta bahwa kedelapan investor/nasabah referral client tersebut 
mengisi data pekerjaan sebagai staff PT Repower Asia Indonesia Tbk. 
Bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas sepatutnya mengetahui bahwa 
informasi yang dinyatakan UOB Kay Hian Pte Ltd di FPPS dengan 
memberikan jawaban “Tidak” pada pernyataan nomor 5 Bagian Persyaratan 
dan Pernyataan di FPPS merupakan informasi yang tidak benar, dimana 
seharusnya UOB Kay Hian Pte Ltd memberikan jawaban “Ya” pada FPPS. 

a) Angka 2 huruf b angka 1) dan angka 2) Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum karena 
menggunakan informasi yang tidak benar dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. 
untuk tujuan penjatahan pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT 
Repower Asia Indonesia Tbk. 

2) Sdri. Yacinta Fabiana Tjang selaku Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas periode 
Desember 2018 sampai dengan Februari 2020 dikenai Sanksi Administratif 
Berupa Denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Perintah 
Tertulis berupa pelarangan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal selama 
3 (tiga) tahun sejak surat sanksi ditetapkan karena melanggar ketentuan Pasal 
12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin 
Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek karena tidak melakukan pengurusan 



  

 

Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek dengan kehati-hatian 
dan penuh tanggung jawab sehingga menyebabkan PT UOB Kay Hian Sekuritas 
melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b jo. Pasal 28 ayat (5) POJK 
Nomor 12/POJK.01/2017 dan angka 2 huruf b angka 1) dan angka 2) Peraturan 
Bapepam Nomor IX.A.7. 

3) UOB Kay Hian Pte. Ltd. dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar 
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena menjadi pihak 
yang menyebabkan PT UOB Kay Hian Sekuritas melanggar ketentuan angka 2 
huruf b angka 1) dan angka 2) Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang 
Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum karena 
menggunakan informasi yang tidak benar dari UOB Kay Hian Pte. Ltd.  untuk 
tujuan penjatahan pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower 
Asia Indonesia Tbk. 
 

2. PT Multi Makmur Lemindo Tbk 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK atas kasus penyajian Laporan 
Keuangan Tahunan per 31 Desember 2023 (LKT 2023) PT Multi Makmur Lemindo 
Tbk, OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap 
pihak-pihak sebagai berikut: 
a. PT Multi Makmur Lemindo Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda 

sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) 
atas pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO pada LKT 2023 
PT Multi Makmur Lemindo Tbk yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang 
memadai sehingga melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pasar 
Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) jis. Huruf A angka 1 
huruf n, huruf A angka 3, dan Huruf A angka 4 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, 
paragraf 2.4, paragraf 2.31, paragraf 4.1, paragraf 4.3, dan paragraf 4.4 Kerangka 
Konseptual Pelaporan Keuangan, paragraf 28 Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 6 PSAK 14 
tentang Persediaan, serta paragraf 7 PSAK 16 tentang Aset Tetap. 

b. Sdr. Junaedi, Sdr. Imanuel Kevin Mayola, Sdr. Hendri Saputra, dan Sdr. Airlangga 
selaku Direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode tahun 2023 dikenai Sanksi 
Administratif Berupa Denda sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus 
enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng atas pelanggaran Pasal 2 jo. 
Pasal 5 POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas 
Laporan Keuangan (POJK Nomor 75/POJK.04/2017) karena bertanggung jawab 
atas kesalahan penyajian LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk. 

c. Sdr. Junaedi selaku Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Tbk tahun 2023 
dikenai Perintah Tertulis berupa larangan untuk melakukan kegiatan di Sektor 
Pasar Modal selama 5 (lima) tahun atas pelanggaran Pasal 2 POJK Nomor 
75/POJK.04/2017 karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT 2023 
PT Multi Makmur Lemindo Tbk. 

d. Sdr. Agung Dwi Pramono dari KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan yang pada 
saat terjadinya pelanggaran merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan 
dengan STTD Nomor: 24/PM.223/2021 tanggal 23 Agustus 2021 selaku auditor 
yang telah melakukan audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk dikenai 
Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 



  

 

(dua) tahun sejak surat sanksi ditetapkan atas pelanggaran Pasal 66 ayat (1) 
UUPM sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) jo. Pasal 21 
huruf c, huruf d, dan huruf e POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan 
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan 
jis. Standar Audit (SA) 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan 
Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit, SA 230 tentang Dokumentasi 
Audit, SA 265 tentang Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal 
Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajemen, SA 330 
tentang Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai, SA 500 SPAP tentang 
Bukti Audit, SA 501 tentang Bukti Audit − Pertimbangan Spesifik atas Unsur 
Pilihan, SA 530 tentang Sampling Audit, SA 580 Representasi Tertulis, dan SA 
701 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor 
Independen karena Sdr. Agung Dwi Pramono tidak menerapkan standar 
profesional akuntan publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit LKT 2023 
PT Multi Makmur Lemindo Tbk. 

Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Repower Asia 
Indonesia Tbk dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan pihak-pihak terkait diberikan 
sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang 
melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar 
Modal Indonesia. 

Selanjutnya, OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan 
menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor Pasar Modal agar Pasar Modal 
Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas. 

*** 

Informasi lebih lanjut: 
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK - M. Ismail Riyadi  
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id 
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